
 

 

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Proses Penyidikan 

 

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: “Penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” 

Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi 

suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan 

penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 

butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah 

termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk 

mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada 

pengetahuan hukum pidana (Hartono, 2012: 32). 

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti 

yang pada taraf pertama harus dapat memberi keyakinan, walaupun sifatnya masih 

sementara kepadapenuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau 

tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya (Hartono, 

2012: 37). 



 

 

 

 

Menurut (R. Soesilo, 2010: 23) dalam bidang reserse kriminil, penyidikan 

itu biasa dibedakan sebagai berikut: 

1. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan 

pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-

menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya, 

2. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang 

merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan 

permulaan dari pemeriksaan perkara pidana (Djoko Prakoso,  2011: 41). 

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara 

pidana dijabarkan dalam Pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yaitu (Djoko Prakoso,  2011: 46): 

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal; 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam 

pemeriksaan perkara pidana; 

8. Mengadakan penghentian penyidikan; 



 

 

 

 

9. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum; 

10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di 

tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk 

mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; 

11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negeri 

sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk 

diserahkan kepada penuntut umum; 

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 

Di dalam Juklak dan Juknis Tahun 2001 menyangkut penyidik pegawai 

negeri sipil, dijelaskan tentang kewenangan pejabat penyidik pegawai negari sipil, 

yaitu; 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasarnya; 

2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; 

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 

4. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (tersangka); 

5. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam 

pemeriksaan; 

6. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri 

memberitahukan kepada penuntut umum dan tersangka; 



 

 

 

 

7. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung-

jawabkan. 

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah: 

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik. 

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik. 

3. Pemeriksaan di tempat kejadian. 

4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa. 

5. Penggeledahan. 

6. Pemeriksaan atau interogasi. 

7. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat) 

8. Penyitaan. 

9. Penyampingan perkara. 

10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada 

penyidik untuk disempurnakan. 

Pengertian penyelidikan berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah suatu 

tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa atau kasusu akibat suatu 

tindak pidana atau bukan. 

Yang berwenang melakukan Penyelidikan adalah : 

1. Menurut KUHAP (pasal 1 butir 4) yaitu : Polisi (dari pangkat tertinggi 

hingga terendah) 

2. Menurut Undang-undang lain yaitu : Jaksa, Bapepam (Pasar Modal), 

Tamtamal (Angkatan Laut) 

3. Dll 

 Tugas dan Wewenang diatur dalam Pasal 5 KUHAP didasarkan : 



 

 

 

 

1. Karena Wewenang, dan 

2. Atas perintah Penyidik 

Beberapa jalur diketahuinya suatu tindak pidanan, atas dasar :   

1. Laporan : (dari masyarakat, dari seseorang) semua anggota masyarakat 

dapat melakukan laporan kepada aparat penegak hukum, semua anggota 

masyarakat harus melaporkan (wajib) rencana suatu tindak pidana, sebab 

bila tidak dilaporkan maka mereka dapat ditahan (berkaitan dengan tindak 

pidana umum, laporan tidak bisa dicabut kembali). 

2. Pengaduan : pengaduan terbagi dua Relatif dan Absolut (pengaduan yang 

dibuat oleh orang yang dirugikan, ada yang relatif dan ada yang absolut), 

pengaduan bisa dicabut kembali dan pengaduan merupakan syarat di 

prosesnya suatu masalah. (contoh : delik aduan seperti perzinahan, delik 

aduan relatif seperti penganiayaan ringan). 

3. Tertangkap Tangan (contoh : ditangkap saat mencongkel kaca spion 

mobil) 

4. Informasi dalam arti khusus (contoh : surat kaleng, lewat media massa 

2.2 Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit” perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan 

mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan  strafbaar feit itu sendiri. 



 

 

 

 

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin 

yakni kata delictum. 

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : 

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (Sudarto, 2011: 31-32). 

 

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak  hanya dirumuskan 

oleh KUHP. Kata “starfbaarfeit” diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu 

“Dalam bahasa Belanda, strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu 

strafbaar dan feit. Kata feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari 

kenyataan, sedang strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah, kata 

strafbaar feit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” (Evi Hartanti, 

dkk, 2014: 31). 

Seperti diketahui istilah strafbaarfeit telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan 

sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan 

pidana, tindak pidana.  

Sedangkan menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti, 

“Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang 

melanggar aturan tersebut” (Evi Hartanti, dkk, 2014: 31). 

 

Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbarfeit itu dalam arti yang 

berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: 



 

 

 

 

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”. 

Sementara perumusan strafbarfeit menurut Van Hamel kelakuan orang 

yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut 

dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana ini timbul dan 

berkembang dari pihak Kementrian  Kehakiman yang sering dipakai dalam 

perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi 

tindak pidana menunjukkan kata yang  abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya 

menunjukkan hal yang konkrit. Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan 

bukan hanya berbentuk positif,  artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu 

yang  dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang 

diharuskan (Wirjono Prodjodikoro, 2012: 55). Perbuatan yang dapat dikenakan 

pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut: 

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang -undang. 

2. Orang yang melanggar larangan itu. 

 

2.3  Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 

a. Unsur Objektif 

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri 

dari: 

1) Sifat melanggar Hukum 

2) Kualitas dari si pelaku. 



 

 

 

 

3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 

suatu kenyataan sebagai akibat. 

b. Unsur Subjektif 

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di 

hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang 

terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari : 

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 

KUHP. 

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, 

penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 

4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340  KUHP, 

yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP. 

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang 

menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu 

pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di 

pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut 

adalah : 

Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, 

(Bijkomende voor waarde strafbaarheid) contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 

KUHP. 



 

 

 

 

Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, 

(Voorwaarden van verlog baarheid) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP. 

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan 

unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan 

tersebut tidak dapat di pidana.  

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari : 

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat 

seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti 

yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan 

bahwa perbuatan pidana pada Pasal418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah 

seorang PNS. 

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.  Misalnya pada Pasal 160 

KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus  dilakukan di muka umum, 

jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan 

tadi adalah dengan dilakukan di muka umum 

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, artinya adalah tanpa suatu 

keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah  dapat dianggap melakukan 

perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan 

tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 

KUHP tentang penganiaayan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat 

ancaman ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika 

menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun. 



 

 

 

 

4. Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur melawan hukum yang menunjuk 

kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. 

5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di 

dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 

KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat 

melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi 

tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya 

baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada 

pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat 

hatinnya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak 

mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk 

rumusan pencurian. 

 

2.4  Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan 

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang. 

Menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z. Lawang (Wirjono Prodjodikoro, 

2012: 58) penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari 

norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka 

yang berwenang dalam sitem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. 

Dalam Pasal 362 KUHP dikatakan‚ pengambilan suatu barang, yang seluruh atau 

sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 

melawan hukum diancam karena pencurian. Dengan demikian perampokan juga 

dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang. 

 



 

 

 

 

Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian. 

Namun, substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan 

pencurian. Letak perbedaan keduanya pada teknis dilapangan, pencurian dengan 

kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang 

korban, sedangkan pencurian identik dilakukan saat tidak diketahui korban Pada 

Hukum positif (KUHP) pencurian dengan kekerasan dikategorikan dalam delik 

pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP yaitu pencurian 

yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang 

dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya (Wirjono 

Prodjodikoro, 2012: 74). 

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari 

seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas 

yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik 

luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami 

kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu 

tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai 

tindak pidana yang ringan (Andi Hamzah, 2012: 120).  Modus operandi pelaku 

tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam 

modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan 

sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

dilakukan secara terencana dan terorganisir. 

 

 


